BUPATI GORONTALO

PERATURAN BUPATI GORONTALO
NOMOR 2. € TAHUN 2013
TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMANFAATAN DANA PROGRAM JAMKESMAS DAN
JAMPERSAL DI PUSKESMAS DAN JARINGANNYA TAHUN 2013

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALO, '

bahWa dalam rangka meningkatkan akses dan mutu
peiayanan kesehatan bagi masyarakat miskin telah
diselenggarakan program Jaminan Kesehatan
Masyarakat (JAMKESMAS);

. bahwa untuk memperjelas mekanisme penyelenggaraan

pelayanan kesehatan dasar pada program Jamkesmas,
Jampersal, perlu ada petunjuk teknis;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk
Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pemanfaatan
Dana Program Jamkesmas dan Jampersal di Puskesmas

Aan Jaringannya Tahun 2013;

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1822);



.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844); * .
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang
Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4456);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang
Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang

Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5063);

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1979
tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah
Tingkat 1I Gorontalo dari Isimu Ke Limboto
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979
Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3147);

Jeraturan  Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
tontang  Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

.+ Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007

tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota (Lembaran
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Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4737);

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
903/Menkes/Per/V/2011 tentang Pedoman
Pelaksanaan Program Jamkesmas;

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
2562/Menkes/Per/X11/2011 tentang Petunjuk Teknis
Jaminan Persalinan;

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
2581/Menkes/Per/XIl1/2011 tentang Petunjuk Teknis
Pelayanan Kesehatan Dasar Jamkesmas;

Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 1
Tahun 2012 tentang  Retribusi  Jasa Umum
(Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2012
Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Gorontalo Nomor 137);

Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2005 tentang
Tugas dan Wewenang Bupati dan Wakil Bupati
serta Pejabat Perangkat Daerah dalam Melaksanakan
Tugas Teknis Pemerintahan Sehari-hari (Lembaran
Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2005 Nomor 3,
Seri E), sebagaimana telah diubah untuk ketiga
kalinya dengan Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun
20012 (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun
2012 Nomor 26);

Telaahan Kepala Dinas Kesehatan  Kabupaten
Gorontalo Nomor 800/Dikes/104/VII/2012 tanggal
27 Juli 2012 perihal Petunjuk Teknis Pemanfaatan
Dana Program Jaminan Kesehatan Masyarakat
(JAMKESMAS), Jaminan Persalinan (JAMPERSAL),
Pelayanan Umum di Puskesmas dan Jaringannya serta
Jasa Usaha Pelayanan Laborétorium Kualitas Air;



Menetapkan

MEMUTUSKAN :

: PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS

PEMANFAATAN DANA PROGRAM JAMKESMAS DAN
JAMPERSAL DI PUSKESMAS DAN JARINGANNYA TAHUN
2013.

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan Petunjuk
Teknis Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas)
dan Jaminan Persalinan (Jampersal), di Puskesmas dan
Jaringannya Tahun 2013 me:rupakan acuan bagi pemberi
pelayanan kesehatan dalam pelaksanaan Jaminan Kesehatan
Masyarakat di puskesmas dan jaringannya, serta instansi
terkait yang berhubungan dengan penyelenggaraan Program
Jaminan Kesehatan Masyarakat,

Pasal 2

Petunjuk Teknis Program Jaminan Kesehatan Masyarakat
(Jamkesmas), dan Jaminan Persalinan (Jampersal), di
Puskesmas dan Jaringannya Tahun 2013 sebagaimana
tercantum pada lampiran peraturan ini dan merupakan bagian
yang tak terpisahkan dengan peraturan ini.

Pasal 3

Hal-hal yang belum diatur dan atau belum cukup diatur dalam
peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan
diatur tersendiri.



Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar  setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
Peraturan Bupati ini

pengundangan

dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Gorontalo.

Ditetapkan di Limboto
pada tanggal 2o |\e) 222

Diundan, in di Ii ..o

pada tangsal 2o Wy 2o >

SEKRETARIS i

HAOIJAH U. TAYEB

BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2013 NOMOR



LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI GORONTALO
NOMOR
TANGGAL
TENTANG : PETUNJUK TEKNIS PEMANFAATAN DANA
PROGRAM JAMKESMAS DAN JAMPERSAL DI
PUSKESMAS DAN JARINGANNYA TAHUN 2013

BABI
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG
Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28-H dan Undang-Undang
Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan menetapkan bahwa kesehatan
adalah hak fundamental setiap warga, oleh Karena ity setiap individu,

keluarga dan masyarakat berhak memperoleh perlindungan terhadap
kesehatannya, dan negara bertanggungjawab mengatur agar terpenuhi
hak hidup sehat bagi penduduknya termasuk bagi masyarakat miskin
dan tidak ma

Upaya mewujudkan hak fundamental tersebut, adalah kewajiban
dari penserintah untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang
mer a, au' dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat.
Pus] smas an jaringannya sebagai sarana pelayanan kesehatan
terdepas mempunyaij tugas menjangkau dan dijangkau oleh masyarakat
di  wil yah kerja, sehingga puskesmas bertanggung  jawab
menyeler: jgarakan pelayanan kesehatan secara pro aktif dan responsif,

Mas:ilah kesehatan nasional sampai saat ini masih cukup tinggi
dilihat dari indikator keberhasilan secara umum yaitu Angka Kematian
Ibu (AKI) 228/100.000 kelahiran hidup (SDKI 2007) dan Angka Kematian
Bayi 34/1000 kelahiran hidup. Masalah kesehatan tersebut akan lebih
buruk pada kelompok masyarakat miskin yaitu 4 (empat) kali lebih
besar. Hal tersebut karena keterbatasan pengetahuan, akses pelayanan
kesehatan dan kemampuan pelayanan kesehatan dan kemampuan
membayar pelayanan kesehatan yang semakin mahal.



B. TUJUAN

1.

Umum :

Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan terhadap

seluruh masyarakat miskin dan tidak mampu agar tercapai derajat

kesehatah masyarakat yang optimal secara efektif dan efisien.

Khusus :

a. Meningkatnya cakupan masyarakat miskin dan tidak mampu yang
mendapatkan pelayanan kesehatan di Puskesmas serta
Jaringannya.

b. Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat
miskin.

c. Terselenggaranya pengelolaan keuangan yang transparan dan
akuntabel.

%f C.  PESERTA PROGRAM JAMKESMAS

1.

Kepesertaan Program Jamkesmas Tahun 2013 datanya bersumber
dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K)
yang memuat nama dan alamat lengkap berjumlah 219.991 jiwa
Peserta Jamkesmas ada yang diberi kartu sebagai identitas peserta
1 ada yang tidak diberi kartu.
. Peserta yang diberi kartu adalah peserta sesuai dengan data base
y¢ g bersumber dari TNP2K
. Peserta yang tidak diberi karty adalah:
1) Gelandangan, pengemis, anak dan orang terlantar serta
masyarakat miskin penghuni panti sosial.
<) Masyarakat miskin penghuni Lapas dan Rutan
3) Peserta PKH
4) Bayi dan anak yang lahir dari kedua orang tua atau salah satu
orang tuanya peserta Jamkesmas, maka otomatis menjadi
peserta Jamkesmas dan berhak mendapat hak kepesertaan
S) Korban bencana pasca tanggap darurat
6) Sasaran yang dijamin oleh Jaminan Persalinan, yaitu ibu
hamil, ibu bersalin/ibu nifas dan bayi baru Iahu'
7) Penderita KIPI (Kejadian Ikutan Pasca Imumsasﬂ
Apabila masih -terdapat masyarakat miskin dan tidak mampu di luar
data yang bersumber dari TNP2K maka jaminan kesehatannya
menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah setempat.



D. FASILITAS KESEHATAN
Seluruh puskesmas dan jaringannya, khusus untuk pelayanan
Jampersal bagi peserta Jamkesmas dapat memanfaatkan pelayanan pada
Bidan Praktek Mandiri, Dokter Praktik, Klinik Swasta, Rumah Bersalin
Swasta yang bekerja sama dalam program Jamkesmas.



BAB II
RUANG LINGKUP PELAYANAN KESEHATAN

A. DASAR DAN RUANG LINGKUP PELAYANAN
1. Pelayanan Jamkesmas dan Jampersal berdasarkan pada :

a. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor :
2581/Menkes/PER/XII/2011, tentang Petunjuk Teknis
Pelayanan Kesehatan Dasar Jaminan Kesehatan Masyarakat;

b. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor :
2562/Menkes/PER/XII/ 2011, tentang Petunjuk  Teknis
Jaminan Persalinan;

c. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
40 Tahun 2012, tentang Pedoman Pelaksanaan Program
Jamkesmas;

d. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nemor 1 Tahun 2012
tentang Retribusi Jasa Pelayanan Umum.

2. Ruang Lingkup Pelayanan Jamkesmas dan Jampersal terdiri dari :
1. ,Pelayanan Jamkesmas
a. Pelayanan Rawat Jalan Tingkat Pertama
Pelayanan rawat jalan tingkat pertama yang dimaksud
adalah pelayanan kesehatan yang diberikan oleh puskesmas
dan jaringannya meliputi;
a. Konsultasi medis, pemeriksaan fisik dan penyuluhan
kesehatan

b. Laboratorium Sederhana (darah, urin, dan feses rutin)

Tindakan medis kecil
Pemeriksaan dan pengobatan gigi, termasuk cabut atay
tambal
€. Pemeriksaan ibu hamil/nifas/menyusui, bayi dan balita
f. Pelayanan KB (alat kontrasepsi disediakan BKKBN)},
termasuk penanganan efek samping dan komplikasi.
g Pemberian obat
Tempat pelayanan kesehatan rawat jalan tingkat pertama
adalah di puskesmas dan jaringannya baik berupa kegiatan
pelayanan kesehatan di dalam gedung maupun kegiatan
pelayanan keschatan di luar gedung,
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b. Pelayanan Kesehatan Rawat Inap Tingkat Pertama
Pada kondisi pasien rawat jalan perlu dilakukan perawatan
maka sebagai alternatif untuk perawatan lanjutan adalah
dilakukan rawat inap di puskesmas perawatan sesuai
dengan kemampuan sarana yang dimiliki, apabila tidak
mermiliki kemampuan perawatan lanjutan harus dilakukan
rujukan ke fasilitas kesehatan ryjukan yang memberikan
pelayanan Program Jamkesmas. Jenis pelayanan pada
puskesmas perawatan tersebut :
a. Penanganan gawat darurat
b. Perawatan persalinan dan pasca persalinan
c. Perawatan pasien rawat inap (termasuk akomodasi dan
makan pasien) termasuk perawatan gizi buruk dan gizi
kurang.
Perawatan satu hari (one day care)
Tindakan medis yang diperlukan
Pemberian obat

Pemeriksaan laboratorium dan penunjang medis lainnya

P @ - oe oo

Pelayanan rujukan

=

Pertolongan sementara persiapan rujukan
j. Observasi penderita dalam rangka diagnostik

2. Pelayanan Jampersal
Manfaat Pelayanan Jampersal meliputi:
a. Pemeriksaan kehamilan Antenatal Care (ANC) sesuai standar
buku KIA sebanyak 4 kali :
1) 1 kali pada triwulan pertama
2) 1 kali pada triwulan kedua
3) 2 kali pada triwulan ketiga
b. Penatalaksanaan komplikasi kehamilan, antara lain:
1} Penatalaksanaan abortus imminen, abortus inkompletus
dan missed abortion
2) Penatalaksanaan hiperemesis gravidarum
3) Stabilisasi dan persiapan rujukan pada kasus hipertensi
dalam kehamilan dan perdarahan pada masa kehamilan
¢. Penatalaksanaan Persalinan

d. Penatalaksanaan komplikasi persalinan
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¢. Pelayanan nifas dan bayi baru lahir
Pelayanan nifas dan bayi baru lahir dilaksanakan 4 kali.

f. Penatalaksanaan komplikasi nifas

8. Penatalaksanaan bayi baru lahir dengan komplikasi dalam
stabilisasi dan persiapan rujukan pada kasus: asfiksia,
BBLR, infeksi, ikterus, kejang.

h. Pelayanan KB pasca persalinan

3. Rujukan
Prosedur rujukan dilaksanakan secara berjenjang dan
terstruktur, rujukan harus disertai dengan surat rujukan. Seluruh
biaya transportasi dari jaringan puskesmas ke puskesmas, antar
puskesmas dan dari puskesmas ke pelayanan rujukan di tingkat
kabupaten/ kota bersumber dari dana Jamkesmas,
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BAB III
PENDANAAN

A. SUMBER DAN ALOKASI DANA

1. Sumber Dana
Dana Jamkesmas pada pelayanan kesehatan dasar bersumber dari
APBN Kementerian Kesehatan yang dialokasikan pada DIPA
Sekretariat Ditjen Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan.

2. Alokasi Dana )
Dana Jamkesmas dialokasikan untuk setiap Kabupaten dengan
memperhitungkan jumlah masyarakat miskin dan tidak mampu
sebagai sasaran Jamkesmas, sedangkan alokasi dana Jampersal
diperhitungkan berdasarkan estimasi proyeksi jﬁ;aqlah ibu hamil
peserta Jamkesmas dan sasaran ibu hamil penerima manfaat

Jampersal yang belum memiliki Jaminan Persalinan dj daerah
tersebut dikalikan total besaran biaya paket pelayanan persalinan
tingkat pertama.

B. STRUKTUR DAN BESARAN BIAYA PELAYANAN
1. Stuktur d=  Resaran Biaya Pelayanan Jamkesmas
Biaya Pela: .nan Jamkesmas sesuai Perda Nomor 1 Tahun 2012
tentang Retribusi Jasa Umum dengan rincian sebagai berikut :

a. Pelayanan Rawat jalan :

a. Rawat Jalan :Rp. 7.500.-
@W b. Konsultasi gizi : Rp. 10.000,-
¢: Konsultasi Dokter spesialis : Rp. 50.000,-
d. Pemeriksaan EKG : Rp. 55.000,-

b. Pelayanan Medik Gigi dan Mulut :

a:. Ekstraksi gigi biasa : Rp. 30.000,-
b. Ekstraksi gigi komplikasi : Rp. 50.000,-
¢. Perawatan gigi : Rp. 30.000,-
d. Penambalan gigi biasa : Rp. 50.000,-
€. Penambalan gigi dengan sinar : Rp 100.000,-
f. Skaling gigi : Rp. 50.000,-
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Pelayanan Rawat Inap :

a. Paket Rawat inap perhari : RP. 80.000,-
b. Tindakan Medis : Rp. 10.000,-
¢. Tindakan Medis spesialistik : Rp. 250.000,-

. Pelayanan Gawat Darurat dan Operasi sederhana :

a. Operasi kecil / Tindakan sederhana : Rp. 50.000;-
b. Jahit luka sampai dengan 10 jahitan :Rp. 50.000,-
¢. Jahit luka lebih dari 10 jahitan : Rp. 75.000,-
d. Debridement/ pembersihan luka :Rp. 25.000,-
e. Sirkumsisi : Rp. 150.000,-
f. Kumbah Lambung : Rp. 100.000,-
g. Pasang Spalk/bidai : Rp:  50.000;-
Pelayanan Kebidanan :
a. Perawatan perhari :Rp 62.500;-
b. Persalinan Normal : Rp. 500.000,-
¢. Persalinan dengan tindakan : Rp. 750.000;
d. Tindakan Kuretase : Rp. 500.000,-
e. Tindakan Manual Plasenta : Rp. 150.000;-
f. Perawatan bayi dengan komplikasi/hari : Rp. 150.000,-
g Pasang / cabut Inplant : Rp. 150.000,-
Pelayanan Laboratorium :
a. Pemeriksaan darah rutin {Rp. 15.000,-
9. Pemeriksaan darah malaria :Rp. 7.500,-
c. Pemeriksaan kimia darah per item : Rp. 20.000,-
d. Pemeriksaan sputum BTA :Rp. 7.500,-
e. Pemeriksaan Urine :Rp. 15.000;-
f. Pemeriksaan Tinja : Rp. 15.000,-
Pelayanan Medico Legal ( Visum Et Repertum/ VER ):
a. Pemeriksaan Luar : Rp. 25.000,-
b. Otopsi mayat : Rp. 300.000;,-
. Pelayanan Ambulans :
- Jarak 5 km pertama : Rp: 60.000;-

- Tiap 1 km selanjutnya :Rp. 5.000,-
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2. Stuktur dan Besaran Biaya Pelayanan Jampersal

Besaran tarif pelayanan Jaminan Persalinan (Jampersal} di fasilitas

Kesehatan Dasar sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
2562 /Menkes/Per/XI1/2011 dengan rincian sebagai berikut:

a,

b.

Pemeriksaan Kehamilan (ANC)

4 kali @ Rp. 20.000 = Rp. 80.000;,-

Persalinan Normal

1 kali @ Rp. 500.000 = Rp. 500.000,-

Pelayanan ibu nifas dan bayi baru lahir

4 kali @ Rp. 20.000 = Rp 80.000,-

Pelayanan pra rujukan pada komplikasi kebidanan dan neonatal

1 kali @ Rp. 100.000 = Rp. 100.000,-

Pelayanan penanganan pendarahan pasca keguguran, persalinan
per vaginam dengan tindakan emergensi dasar, pelayanan rawat
inap untuk komplikasi selama kehamilan, persalinan dan nifas
serta bayi baru lahir, '

1 kali @ Rp. 650.000 = Rp. 650.000,-

Pelayanan rawat inap untuk bayi baru lahir sakit

1 kali sesuai tarif rawat inap puskesmas perawatan yang berlaku
Pelayanan tindakan pasca persalinan

1 kali @ Ry». 150.000 = Rp. 150.000,-

Jasa pem::sangan alat kontrasepsi (KB)

- IUD dan Implant, 1 kali @ Rp. 60.000 = Rp. 60.000,-

- Suntik, 1 kali @ Rp. 10.000 = Rp. 10.000,-

Penanganan komplikasi KB pasca persalinan

1 kali @ Rp. 100.000 = Rp. 100.000,-

Transport Rujukan

Biaya rujukan baik pelayanan program Jamkesmas maupun
pelayanan Jampersal menggunakan biaya rill pembelian Bahan
Bakar Minyak ( Pertamax dan Solar ):

C. PEMANFAATAN DANA

1.

Pemanfaatan Dana Jamkesmas, 50% untuk Jasa Pelayanan
(Honor PNS lainnya), dan 50% untuk Biaya Operasional Penunjang
sebagai Berikut :

a. Honor Pemberi Pelayanan Kesehatan
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Honor Pemberi Pelayanan Kesehatan akan diberikan kepada

petugas yang melakukan pelayanan Kesehatan yaitu ,
- Dokter

- Paramedis

- Tenaga penunjang operasional

Pembelian Bahan Habis Pakai

ATK ‘

Bahan Bakar Minyak dan pelumas

Makanan dan Minuman

Pembelian Bahan Kebersihan

Belanja Manajemen dan Operasional Lainnya

Belanja pemeliharaan ringan kendaraan operasional
Belanja pemeliharaan ringan gedung . puskesmas

h

jaringannya

dan

. Pemanfaatan Dana Jaminan Persalinan (Jampersal) adalah 80%

untuk Jasa Pelayanan ( Honor PNS lainnya ) dan 20% untuk Biaya
Operasional Penunjang sebagai Berikut :

a.

ot o
.

S -

Honor Pemberi Pelayanan Kesehatan

Honor Pemberi Pelayanan Kesehatan akan diberikan kepada

petugas yang melakukan pelayanan Kesehatan yaitu;
- Dokter

- Bidan

- Perawat dan

- Sopir untuk pelayanan proses rujukan

Pembelian Bahan Habis Pakaj

ATK

Bahan Bakar Minyak dan pelumas

Makanan dan Minuman

Pembelian Bahan Kebersihan

Belanja Manajemen dan Operasional Lainnya
Belanja pemeliharaan ringan kendaraan operasional
Belanja pemeliharaan ringan gedung puskesmas

Jjaringannya

dan
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BAB IV
PENYELENGGARAAN

A. LANDASAN HUKUM
Pelaksanaan program JAMKESMAS berdasarkan pada :

1.

Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 H ayat (1) bahwa setiap orang
berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan
mendapat lingkungan yang baik dan sehat serta berhak memperoleh
pelayanan kesehatan. Pasal 34 mengamanatkan ayat (1) bahwa fakir
miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara, sedangkan
ayat (3) bahwa negara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas
pelayanan kesehatan dan fasilitas umum yang layak.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran
Negara RI Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara RI
Nomor 5063);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(LembaranNegara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Nom  4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Ur 1-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas
Undary, - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(lembaran Neagara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4844); |
Undang-U ndang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Tahun . 004 Nomor 126, Tambahah Lembaran Negara Nomor 3637);
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 200é tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Negara Tahun
2008 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4920);

Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas,
Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara
Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Presiden Nomor 94 Tahun 2006;

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/ Menkes/Per/XI1/2005
tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan sebagaimana
telah  diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
1279/Menkes/Per/XI11/2007;
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Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2581/Menkes/Per/XIl1/2011
tentang Petunjuk Teknis Pelayanan Kesehatan Dasar Jamkesmas;
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2562 /Menkes/Per/XI1/2011
tentang Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan;

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2012, tentang
Pedoman Pelaksanaan Program Jamkesmas;
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BAB V
PENGORGANISASIAN

A. TIM PENGELOLA JAMKESMAS KABUPATEN GORONTALO
Tim Pengelola JAMKESMAS Kabupaten Gorontalo dibentuk berdasarkan
SK. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo. dengan tugas sebagai
berikut :

1.

10.

11.

12,

Melaksanakan Kebijakan Yang Telah Ditetapkan Tim Pengelola
Jamkesmas Tingkat Pusat.

Mempertanggungjawabkan Manajemen Penyelenggaraan Jamkesmas
secara keseluruhan di wilayah kerjanya.

Melakukan Pembinaan (Koordinasi Dan Evaluasi) terhadap Pelaksanaan
Kegiatan Jamkesmas di Kabupaten/Kota.,

Melakukan Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian terhadap Unit-
Unit Kerja yang terkait dalam penyelenggaraan Jamkesmas di wilayah
kerjanya (termasuk pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan Dasar di
Puskesmas dan Jaringannya serta Fasilitas Pelayanan Lanjutan).
Memfasilitasi pertemuan secara berkala dengan Tim Koordinasi sesuai
“ebutuhan d..m rangka Evaluasi, Monitoring, Pembinaan, dan
Peiivelesaian  asalah  lintas sektor yang terkait dengan
Per -elenggaraan Jamkesmas di kabupaten,

Mengl srdinasikan Manajemen Pelayanan dan Administrasi Keuangan
dalam  nyelenggaraan Jamkesmas di kabupaten.

Melaku 1n Sosialisasi dan Advokasi Penyelenggaraan Jamkesmas.
Melakuk n Monitoring, Evaluasi, Pembinaan dan Pengawasan
Penyelengyaraan Jamkesmas.

Melakukan telaah atas kegiatan (POA) Jamkesmas yang diusulkan
Puskesmas.

Menyalurkan ¢ na kepada Puskesmas yang didasarkan atas usulan-
usulan  kegia: \n-kegiatan Jamkesmas  yang disetujui  dan
ditandatangani Kepala Dinas Kesehatan atau pejabat yang diberikan
kewenangan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.

Melakukan Verifikasi atas semua kegiatan Jamkesmas yang
dilaksanakan Puskesmas berdasarkan usulan kegiatan sebelumnya.
Melakukan verifikasi dan membayar atas klaim yang diajukan oleh

Fasilitas Kesehatan yang melaksanakan Jaminan Persalinan.



13.

14,

15.

16.

17.

18.

19.

. 19

Menangani penyelesaian keluhan terkait dalam Penyelenggaraan
Jamkesmas.

Melakukan Perjanjian Kerja Sama (PKS} dengan Fasilitas Pelayanan
Kesehatan Swasta yang berkeinginan menjadi jaringan Pemberi
Pelayanan Kesehatan (PPK) Jaminan Persalinan di wilayah kerjanya.
Selaku pembina verifikator independen melakukan pembinaan dan
pengawasan pelaksanaan kegiatan verifikator independen di daerahnya,
termasuk di dalamnya adalah melakukan evaluasi kinerja terhadap
kegiatan verifikator independen.

Mengupayakan peningkatan dana untuk operasional dan manajemen
puskesmas melalui peningkatan dana kepesertaan Jaminan Kesehatan
dari sumber APBD,

Melakukan pengawasan dan pemeliharaan terhadap inventaris barang
yang telah diserahkan Kementerian Kesehatan untuk menunjang
pelaksanaan Jamkesmas di daerahnya.

Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan dan hasil kinerja
kepada Tim Pengelola Jamkesmas Tingkat Pusat.

Menyusun dan menyampaikan laporan atas semua pelaksanaan tugas
penyelenggaraan Jamkesmas kepada Tim Pengelola Jamkesmas Tingkat

Pusat melalui Dinas Kesehatan Provinsi setempat.
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BAB VI
PEMBINAAN, INDIKATOR KEBERHASILAN PENCATATAN DAN PELAPORAN

A. PEMBINAAN
Pelaksanaan program jamkesmas agar lebih berdaya guna dan berhasil
guna perlu dilakukan pembinaan oleh tim pengelola jamkesmas kabupaten
sesuai dengan pedoman pelaksanaan jamkesmas. Beberapa hal penting
terkait dengan pembinaan oleh tim pengelola jamkesmas antara lain :

a. Tim Pengelola Jamkesmas dan BOK Kabupaten/Kota melakukan
pembinaan dalam penyusunan POA puskesmas agar target-target kinerja
Jamkesmas dapat tercapai dan pemanfaatan anggaran dapat optimal,
transparan dan akuntabel.

b. Pembinaan dilakukan melalui pengecekan oleh Tim Pengelola
Jamkesmas dan BOK Kabupaten/Kota terhadap pelaksanaan program
Jamkesmas di puskesmas yang mencakup pencapaian hasil kegiatan
dan laporan keuangan.

c. Pembinaan dilakukan melalui kunjungan ke puskesmas pada saat
minilokakarya bulanan.

d. Pembinaan melalui kunjungan lapangan secara sampling untuk
pembuktian laporan puskesmas.

e. Pembinaan melalui pertemuan koordinasi di tingkat kabupaten/kota

dengan mengundang puskesmas.

B. INDIKATOR KEBERHASILAN
Untuk menilai keberhasilan Jamkesmas di puskesmas dan jaringannya
ditetapkan indikator keberhasilan yang meliputi:
1. Indikator Input
Untuk indikator input yang akan dinilai yaitu:
a. Tersedianya data peserta Jamkesmas di puskesmas;
b. Tersedianya data puskesmas;
c. Tersedianya dana APBN untuk penyelenggaraan Jamkesmas
pelayanan kesehatan dasar;
d. Tersedianya APBD untuk mendukung penyelenggaraan Jamkesmas
pelayanan kesehatan dasar.
2. Indikator Proses’
a. Terlaksananya pelayanan kesehatan dasar Jamkesmas di

puskesmas dan jaringannya.
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b. Terlaksananya pencatatan dan pelaporan  penyelenggaraan
Jamkesmas di puskesmas dan jaringannya.
3. Indikator Qutput
Untuk indikator Output yang diinginkan dari program ini yaitu:
a. Jumlah kunjungan rawat jalan.
b. Jumlah kunjungan rawat inap.
c. Terpenuhinya kecukupan dana Jaminan Kesehatan Masyarakat

Dasar.

C. PENCATATAN
Hasil kegiatan pelayanan kesehatan Program Jamkesmas yang
dilaksanakan oleh puskesmas dan jarinngannya dicatat pada register
pencatatan yang ada di puskesmas dan jaringannya dan diberikan tanda
khusus pada register atau jika tidak tersedia register dapat dicatat pada
buku register tambahan untuk membedakan hasil kegiatan pelayanan

kesehatan lainnya di puskesmas. Pencatatan kegiatan Program Jamkesmas
ac~lah hasil kegiatan yang dilaksanakan oleh puskesmas dan jaringannya
bai “erupa kegia: .1 dalam gedung maupun luar gedung termasuk
pelaya..an yang diberikan sarana lainnya yang pembayarannya diklaim ke
puskesmas dan jaringannya.

D. PELAP(.RAN

Hasil pencatatan yang dilakukan puskesmas dan jaringannya
direkapitu si dalam format laporan puskesmas (sebagaimana terlampir)
dan dikirim secara berjenjang dan periodik.
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BAB VII
PENUTUP

Dengan disusunnya Petunjuk teknis ini, maka diharapkan Pelayanan
Kesehatan Dasar di Puskesmas dan jaringannya lebih berdaya guna dan
berhasil guna khususnya dalam upaya meningkatkan status kesehatan
masyarakat miskin dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Puskesmas
diharapkan meningkatkan dan memperbanyak upaya-upaya pelayanan diluar
gedung untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat sehihgga cakupan
akan meningkat dan seluruh masyarakat khususnya masyarakat miskin
dapat mengakses Pelayanan Kesehatan Dasar.

Menjadi harapan bagi kita semua semoga pelaksanaan pelayanan
kesehatan bagi masyarakat miskin di Puskesmas dan Jaringannya dapat
berjalan dengan optimal dan tanpa kendala, sehingga harapan dan keinginan
untuk membentuk dan menciptakan masyarakat yang sehat dan bermutu

yang merupakan bagian dari misi pembangunan Pemerintah Kabupaten
Gorontalo dapat terwyjud.




